BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR O TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas
Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-
Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
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Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentag
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12
Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2020 Nomor 5/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 75};

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  Kabupaten Bangkalan Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2023.

Pasal

1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan

keuangan memuat:
Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Operasional;

Neraca;
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Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,;

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal

2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah
Surplus
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
2. Pengeluaran Daerah
Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal

Rp 2.280.609.152.854,66
Rp 2.273.503.852.824,08
Rp 7.105.300.030,58

Rp  147.421.494.497,47
Rp 0,00
Rp 147.421.494.497,47

Rp 154.526.794.528,05

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp (52.627.430.060,34) (lima puluh dua milyar enam ratus
dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu enam puluh
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koma tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran pendapatan Rp 2.333.236.582.915,00
2. Realisasi Rp 2.280.609.152.854,66
Selisih Kurang Rp (52.627.430.060,34)

. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp (207.154.224.588,92) (dua ratus tujuh milyar seratus lima
puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus
delapan puluh delapan koma sembilan puluh dua rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja Rp 2.480.658.077.413,00
2. Realisasi Rp 2.273.503.852.824,08
Selisih Kurang Rp (207.154.224.588,92)

. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah
Rp 154.526.794.528,58 (seratus lima puluh empat milyar lima
ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat
ribu lima ratus dua puluh delapan koma lima puluh delapan
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit Rp (147.421.494.498,00)
2. Realisasi Rp 7.105.300.030,58
Selisih Lebih Rp 154.526.794.528,58

. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp (0,53) (nol koma lima puluh tiga rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan

pembiayaan Rp 147.421.494.498,00
2. Realisasi Rp 147.421.494.497,47
Selisih Kurang Rp (0,53)

. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah)dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pengeluaran

pembiayaan Rp 0,00
2. Realisasi Rp 0,00
Selisih Rp 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp (0,53) (nol koma lima puluh tiga rupiah) dengan rincian

sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan Rp 147.421.494.498,00

2. Realisasi Rp 147.421.494.497,47
Selisih Kurang Rp (0,53)



Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023
sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 127.421.494.497,47
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
sebagai Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan Rp (127.421.494.497,47)
Selisih Lebih / (Kurang) Rp 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 154.526.794.528,05
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 154.526.794.528,05

o

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31
Desember 2023 sebagai berikut:
a. Pendapatan — Laporan Operasional Rp 2.022.440.817.936,59
b. Beban Rp 2.046.544.633.941,45
Defisit Rp (24.103.816.004,806)
c. Surplus (Defisit) dari Kegiatan
Non Operasional
1. Surplus Non Operasional —

Laporan Operasional Rp 274.518.773,00
2. Defisit Non Operasional —
Laporan Operasional Rp 5.775.919.608,93
3. Defisit dari Kegiatan
Non Operasional Rp (5.501.400.835,93)
d. Defisit Sebelum Pos Luar
Biasa Rp (29.605.216.840,79)
e. Pendapatan Luar Biasa —
Laporan Operasional Rp 0,00
Beban Luar Biasa Rp 0,00
g. Pos Luar Biasa Rp 0,00
h. Defisit — Laporan Operasional Rp (29.605.216.840,79)
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp 3.401.282.120.574,46
b. Defisit — Laporan Operasional Rp (29.605.216.840,79)
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c. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar

1. Koreksi Nilai Nilai Piutang Rp (2.790.313.547,00)
2. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp 4.416.428.137,00
3. Koreksi Nilai Utang Belanja Rp (7.533.427.302,00)
4. Koreksi Nilai Pendapatan Rp (7.875.000,00)
Diterima Dimuka
5. Koreksi Nilai Aset Tetap Rp 137.853.241.284,00
6. Koreksi Nilai Penyisihan Rp 203.818.854.870,57
Aset Tetap
7. Koreksi Nilai Aset Tidak Rp 181.279.080,00
Berwujud
8. Koreksi Nilai Aset Lainnya Rp (40.935.053,00)
d. Ekuitas Akhir Rp 3.707.574.156.203,24
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per
31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp 3.756.077.364.485,38

b. Jumlah kewajiban Rp 48.503.208.282,14

c. Jumlah ekuitas Rp 3.707.574.156.203,24
Pasal 8

(1) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal

per 1 Januari 2023 Rp 127.421.494.497,47
b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas

Operasi Rp 239.477.500.861,84
c. Arus kas bersih dari Aktivitas

Investasi Rp (212.372.200.831,26)
d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas

Pendanaan Rp 0,00
e. Arus kas Bersih dari aktivitas

Transitoris Rp 0,00
f. Saldo Akhir Kas

per 31 Desember 2023 Rp 154.526.794.528,05

(2) Saldo Akhir Kas sebesar Rp154.526.794.528,05 dengan
rincian sebagai berikut:
a. Kas di Kas Daerah Rp 45.835.862.178,85
b. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
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c. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 12.491.279,52
d. Kas di Badan Layanan Umum

Daerah

Rp 107.791.261.062,52

e. Kas Dana Bantuan Operasional

Sekolah
f. Kas Lainnya

Rp 9.623.887,16
Rp 877.556.120,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan

keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

dari:
a. Lampiran |
Lampiran [.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b. Lampiran Il

c. Lampiran III
d. Lampiran IV

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Organisasi;

Ringkasan Ringkasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Yang
Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub  Kegiatan,
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;
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Ketentuan

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

. Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

lebih
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Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar yang
Diselesaikan Akhir

Dianggarkan

Belum
Tahun
Kembali

Sub  Kegiatan
Sampai
Anggaran dan
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri
atas;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah

Ikhtisar Laporan Keuangan
Laba/Rugi) Badan Usaha

Daerah/Perusahaan Daerah

(Laporan
Milik

Pasal 11

lanjut mengenai Penjabaran

Pertanggungajawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan
Bupati.
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Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal (1 AUG 2024

Diundangkan di Bangkalan

Padatanggal (9 AUG 2024

Plh DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

_—— /&
- IRMAN GUNADI

P

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024
NOMOR 1 SERI A.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 142-
6/2024.



